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P E N E T A P A N 

Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Pal 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan 

penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh: 

Maliki bin Sahid, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD,                         

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan 

Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai 

Pemohon I; 

Porkas binti Nahu, umur 35 tahun, agama Islam,  pendidikan  terakhir SD, 

pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman 

di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, 

sebagai Pemohon II; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan para Pemohon;  

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon. 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 

tertanggal 21 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 

50/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa pada 25 Maret 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan 

menurut agama Islam di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota 

Palu;  

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah H. Nur 

Sahid (Imam Desa Watusampu) dengan wali nikah adalah paman 

kandung Pemohon II yang bernama Naerudi, karena ayah kandung 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah masing-masing bernama 

Cumin dan Nurdin dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah uang 

sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;   

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, 

sedangkan Pemohon II berstatus perawan;    

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak 

sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: 

Andi Radit; 

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang 

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu 

pula para Pemohon tetap beragama Islam; 

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II  tidak terdaftar pada 

pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan 

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk 

mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ; 

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara 

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut : 

Primair: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Maliki bin Sahid) dengan 

Pemohon II (Porkas binti Nahu), yang dilangsungkan pada tanggal 25 

Maret 2001 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu; 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

Subsidair: 

Disclaimer
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     Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya ; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah 

hadir sendiri di persidangan; 

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang 

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon 

telah mengajukan bukti tertulis berupa, Surat Keterangan Nikah Nomor 

474.2/29/BLR/III/PEMERINTAHAN/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor 

Kelurahan Buluri tertanggal 20 Maret 2019 diberi kode P; 

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi 

di muka sidang yang masing-masing adalah: 

1. Hamasi bin Langato, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kelurahan Buluri, Kecamatan 

Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut; 

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan 

para Pemohon; 

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di  Kelurahan 

Watusampu, Kecamatan Ulujadi pada tanggal 25 Maret 2001; 

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung 

Pemohon II bernama Naerudi  karena ayah kandung Pemohon II 

telah meninggal dunia; 

- Bahwa yang menikahkan adalah  Imam  Masjid, bernama H. Nur 

Sahid, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah  Cumin dan 

Nurdin;; 

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 

uang sejumlah Rp 110.000, tunai; 

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ujejaka dan Pemohon 

II perawan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan 

keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan 

Pemohon I dengan Pemohon II; 

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk  memperoleh 

Buku Nikah dan keperluan hukum lainya; 

2. Cumin bin Baco, umur  58 tahun, agama Islam, pendidikan SD,, 

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Buluri, Kecamatan 

Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut; 

-  Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan 

para Pemohon; 

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di  Kelurahan 

Watusampu, Kecamatan Ulujadi pada tanggal 25 Maret 2001; 

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung  

Pemohon II bernama Naerudi karena ayah kandung Pemohon II telah 

meninggal dunia; 

- Bahwa yang menikahkan adalah  Imam Masjid bernama H. Nur 

Sahid  yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saya sendiri 

(Cumin)  dan Nurdin; 

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 

uang sejumlah Rp 110.000, tunai; 

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II 

perawan; 

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan 

keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan 

Pemohon I dengan Pemohon II; 

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan 

Buku Nikah dan dokumen hukum lainya .. 

 Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini. 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Pal 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan 

permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah 

melangsungkan pernikahan di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, 

Kota Palu, pada 25 Maret 2001, dengan wali nikah paman kandung 

Pemohon II bernama Naerudi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam 

Masjid bernama H. Nur Sahid, dengan maskawin berupa uang Rp 110.000, 

(seratus sepuluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing 

bernama Cumini dan Nurdin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak 

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat 

di Kantor Urusan Agama setempat sementara Pemohon I dengan Pemohon 

II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan 

identitas  para Pemohon; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para 

Pemohon telah mengajukan bukti P berupa asli Surat Keterangan Menikah 

dari Kelurahan setempat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang 

sebagai akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon 

telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2001, namun 

keduanya tidak pernah memperoleh Buku Nikah sebagai bukti adanya 

pernikahan para Pemohon, maka bukti tersebut merupakan bukti awal yang 

dapat mendasari adanya persangkaan Hakim bahwa para Pemohon telah 

pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal  25 Maret 2001; 

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi 

yaitu Cumin  dan Nurdin, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa 

yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang 

disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka 

sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam 

duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan 

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka 

hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan 

materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah 

untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang 

dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah 

dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai 

berikut: 

 Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II 

pada tanggal 25  Maret 2001, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan 

Ulujadi, dengan wali nikah paman kandung  Pemohon II bernama 

Naerudi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama H. 

Nur Sahid, dengan maskawin berupa Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu 

rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama 

.Cumin dan Nurdin; 

 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II 

berstatus perawan; 

 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga 

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon; 

 Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus 

keperluan hukum lain 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata 

bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan 

Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum 

Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon 

tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, 

maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan 

menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II; 

Disclaimer
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 Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon 

sebagaimana dalil permohonanya, di mana keduanya telah menikah sah 

sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti  keterangan 2 

(dua) orang saksi di bawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat 

bahwa pernikahan para Pemohon  telah sah menurut pandangan Islam, hal 

ini sejalan dengan pendapat ulama sebagai berikut: 

Kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 254 : 

 وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang 

wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan 

dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi 

yang adil. 

Kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 275 : 

                              يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang 

tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut. 

 Menimbang, bahwa  pernikahan para Pemohon  telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan 

sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) dan (2)  Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974; 

 Menimbang, bahwa selama para Pemohon hidup bersama sebagai 

suami istri, tidak ada orang yang mempersoalkan tentang perkawinannya 

dan keduanya dikaruniai seorang anak, namun hingga sekarang para 

Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak di 

catatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang; 

 Menimbang, bahwa para  Pemohon sangat membutuhkan bukti 

sahnya pernikahan guna pengurusan kepentingan hukum lainya, dan untuk 

mendapatkan bukti tersebut hanya diperoleh melalui penetapan Pengadilan 

Agama Palu, yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sahnya 

perkawinan tersebut sesuai dengan domisili para Pemohon; 
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 Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat ditetapkan oleh 

Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal antara lain perkawinan yang 

dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan  

perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e);  

 Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang 

menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada 

tanggal 25 Maret 2001,  tersebut terbukti telah memenuhi ketentuan syarat 

dan rukun perkawinan baik secara  syariat Islam maupun Peraturan 

Perundang Undangan yang berlaku  sebagaimana ketentuan pasal 6 

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  oleh 

karenanya permohonan para Pemohon telah  berdasar  hukum, sehingga 

perkawinan para  Pemohon  harus  diakui secara sah menurut hukum  

dan harus  ditetapkan adanya, oleh karenanya permohonan para Pemohon  

dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, dan patut untuk 

dikabulkan;  

 Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib admistrasi, maka hakim 

dapat mempertimbangkan tuntutan subsider dari para Pemohon dengan 

menambahkan untuk memerintahkan para Pemohon, sesuai maksud pasal 2 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  berdasarkan penetapan ini 

para Pemohon dapat mencatatkan pernikahanya kepada Pegawai Pencatat 

Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkanya pernikahan 

atau pada Kantor Urusan Agama yanag mewilayahi domisili para Pemohon;  

        Menimbang,  bahwa para Pemohon berdomisili da wilayah hukum 

Kecamatan Ulujadi yang merupakan wilah hukum Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ulujadi,  maka para Pemohon mencatatkan pernikahannya pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi;  

 Menimbang, Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan 

oleh para Pemohon merupakan realisasi pelayanan terpadu, sehingga 

dengan dikabulkanya permohonan para Pemohon tersebut  Kantor Urusan 
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Agama Kecamatan yang  mewilayahi tempat tinggal para Pemohon dapat 

menerbitkan buku Nikah para Pemohon, demikian pula Dinas  

Kependudukan dan Catatan Sipil dapat pula menerbitkan Akta Kelahiran 

bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon; 

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan 

dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan 

Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara 

ini disidangkan dengan hakim tunggal; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini. 

M E N E T A P K A N  

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Maliki bin Sahid  dengan 

Pemohon II Porkas binti Nahu yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 

2001, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi; 

3. Memerintahkan  Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan 

pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota 

Palu; 

4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah          

Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah). 

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 April 

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal, 16 Sya’ban 1440  Hijriah oleh  

Dra. Tumisah sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Palu, 

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Agustina Petta 
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Nasse, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para 

Pemohon. 

 

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal, 

  

  

 

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. Dra. Tumisah 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  ATK Perkara : Rp 60.000,00 

-  Panggilan : Rp 0,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 6.000,00 

J u m l a h : Rp 106.000,00 

(seratus enam ribu rupiah). 
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Salinan Sesuai Aslinya   

Pengadilan Agama Palu 

Panitera 

 

 

Drs. H. A. Kadir, M.H. 
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